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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

SAMBUTAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PADA ACARA 
SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA “HAK HIDUP SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN JALAN RAYA DAN TRANSPORTASI 
TANGGAL 14 JULI 2026
BERTEMPAT DI FH TOWER KAMPUS PALEMBANG
Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb, 
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat:
· Dekan Universitas Sriwijaya;
· Akademisi;
· Narasumber;
· Lembaga – Lembaga 5 Pilar Keselamatan Lalu Lintas;  
· Perwakilan Pengusaha Bidang Pengangkutan Di Kota Palembang;
· Asosiasi Mitra Pengemudi (Ojek Dan Taksi Online) Di Kota Palembang;
· Asosiasi Dan Organisasi Profesi (Pengamat Independen) Keselamatan Transportasi Di Kota Palembang;
· Duta Lalu Lintas Kota Palembang;
· Mahasiswa Fakultas Hukum Se Sumatera Selatan;
· Para Tamu Undangan Sekalian Yang Tidak Dapat Kami Sebutkan Satu Persatu

Pertama-Tama, Marilah Kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa,  Karena Atas Rahmat-Nya Kita Dapat Berkumpul Dalam Acara Seminar Nasional Dengan Tema "Hak Hidup Sebagai Hak Konstitusional: Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Standar Keselamatan Jalan Raya Dan Transportasi."





Hadirin Yang Berbahagia, 
Tema Ini Sangat Relevan Dengan Tantangan Pembangunan Indonesia Saat Ini. Berbicara Mengenai Keselamatan Jalan Raya Sesungguhnya Bukan Hanya Membahas Persoalan Lalu Lintas Atau Infrastruktur, Tetapi Berbicara Mengenai Perlindungan Hak Hidup Warga Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menempatkan Hak Hidup Sebagai Hak Asasi Yang Fundamental. Negara Berkewajiban Melindungi Setiap Warga Negara Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Aman, Termasuk Penyediaan Jalan, Transportasi, Dan Sistem Lalu Lintas Yang Memenuhi Standar Keselamatan. Hak Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Diri Juga Merupakan Bagian Dari Jaminan Konstitusi. Dalam Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara, Keselamatan Berlalu Lintas Semakin Dipandang Sebagai Bagian Dari Kewajiban Positif Negara Untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.
Oleh Karena Itu, Setiap Kecelakaan Yang Sebenarnya Dapat Dicegah Harus Menjadi Bahan Evaluasi Bersama. Keselamatan Tidak Boleh Dipandang Semata Sebagai Tanggung Jawab Pengguna Jalan, Tetapi Merupakan Tanggung Jawab Kolektif Antara Pemerintah, Penyelenggara Jalan, Operator Transportasi, Dunia Usaha, Dan Masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terus Berupaya Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan, Memperkuat Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Serta Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Membangun Budaya Keselamatan Transportasi.

Kami Meyakini Bahwa Pembangunan Infrastruktur Harus Berjalan Seiring Dengan Pembangunan Budaya Keselamatan. Jalan Yang Baik Harus Didukung Oleh Kendaraan Yang Laik Jalan, Pengemudi Yang Disiplin, Penegakan Hukum Yang Konsisten, Teknologi Transportasi Yang Modern, Serta Edukasi Keselamatan Sejak Usia Dini.
Seminar Nasional Ini Menjadi Ruang Strategis Untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Yang Berbasis Akademik, Aplikatif, Dan Mampu Memperkuat Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Serta Masyarakat.

Semoga Hasil Seminar Ini Dapat Menjadi Kontribusi Nyata Dalam Mewujudkan Sistem Transportasi Nasional Yang Semakin Aman, Berkeadilan, Berkelanjutan, Serta Mampu Melindungi Hak Hidup Setiap Warga Negara Indonesia.

Hadirin Sekalian,
Akhirnya, Saya Mengucapkan Selamat Mengikuti Seminar. Semoga Allah Swt Senantiasa Memberikan Petunjuk Dan Keberkahan Bagi Ikhtiar Kita Bersama.






Sekian dan terima kasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU
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